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‘Tentang Pembentukan Panitya Pértim‘bangan Perjanjian Bagi Hasil Tingket Kew
Camatan dan Desa,
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- berlakunys Unde
» Undangeundang Nomer 2 tehun 1960 tentang : Perjanjian Bagi Hasil,

~ Pokok Agraris, .
» Undeng-undeng Nomer 5 Tahun 1979 tentang : Pemerintahan Senasic

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL
—e— ot aAnhAd JANGRAL 1T BANTUL

Bahwa dalam rangks usgha meringkatken produksi pangan dan pemera
taan hasil secara adll, perlu ditertibkan dan ditingkatkan pelak
sanaan Undang=-undang Nemer 2 Tghun 1960 tentang perjanjian Bagi
Hasgil, sesuai dengan perkembangan masyarskat tani dan kemajuan
teknologi serta sarans pengusahaan tanah untuk produksi pangan.

Bahwa untuk itu perlu adanys pengendalian pengawassn serta
peningkatan administrasi pelaksanaan Perjanjien Bagi Hasil,

o Bahwe untuk itu perlu dikeluarkan Instruksi Penunjukan Pejabat

Pelaksana di tingkat Kecamstan dan Desg., -

Undangeundang Nomer 5 tahun 1 974, tentang : Pokokepokok pemerine
tahan di Daeraha _

o Undangeundang Nome® 15 tshun 1950, tenteng : Pembentukan Daerah

,abupaten dalam lingkungen Daerah Istimews Yogyakarta, jo, Peras
turan Pemerintsh Nomer 32 tahun 1950 tentang : Pamet apan mulai

!'L_'L_'"'lfr' - . '-':

UndangeUndang Nomer 5 Tahun 1960, tentang : Peraturan Dasar Pokok

Keputusan Presiden Nomer 55 Tahun 1980 tentang : Organisasi dan

-+ Tatakerja Penyelenggara Landreform, -

- Vang Pelaksanaan Undangeundang

9e

Instruksi Presiden Nomer 13 Tahun 1980 tentang : Pedoman Pelaksa

nasn Undang-undang Nomer 2 Tahun 1960 tentang : Perjanjian Bagi

- Hasily
» Keputusen Bersams Menteri Dalam Negeri den Memteri Pertanian Now

mer : 211 Tahun 1980 dan Nomer : 714/Kpts/Um/9/1980 temtang Pe
tunjuk Pelaksanasn Instruksi Presiden Nomer 13 Tahun 1980 ten

Surat Keputusan Bupati Kepals Daerah Tingkat II Bantul Nomer 6/-
Kpts/Bt/1961 tentang ¢ Perimbangan Bagi Hasil Antars Pemilik

| Penggarap Tana n -

Eemperhatikan: 1,

Suret Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Oktober 1980 No. 188,51/

6749/Agr tentang : Instruksi Presiden No.13 Tahun 1980 dan Kepu
tusan Bersama Menteri Delam Negeri dan Menteri Pertanian No, 211
tahun 1980 dan No.714/Kpts/Um/9/1980.,

2e Surat Kepala Direktorat Agrariaee
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o Surat Kepala Direktorat A graria Propinsi DIY Tanggal 4 Febru~
ari 1985 No.592/2951/Agr tentang Penyampa:l.an Pedoman Teknis
Pelaksanaan Landreform mengenai penegasan sebagai obyek . |
landreform dan retribusinya point 3 huruf b.

HEENGINSTRUKSIKAN
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Kepada Te Camat Kepalsg Wilayah Kecama.tan se Kabupaten Daerah Eingkat II

2e Eepala Desa se Kagbupaten Dgerah Tingkat ITI Bantul,

2+ ¥engusulkan calon Ketua dan anggota Panitya Pertimbangan
Bagi Hasil Kecamatan kepada Bupat:. Kepala Daerah T:Lngkat II
"Eﬂtult |

be Henga.ngkat Ketua da.n Anggota Pmtya Per'b:.m'bangan Perganai-
an Bagi Hasil Desa; atas usul Kepala Desa/Kepala Kalurahan

yang bersangkutan.

Eemnlkan calon Ketua dan Anggota Panitya Pertimbangan Bagi
Hasil Des:z kepada. Camat/Kepa.la Wilaya.h Keca.matan yang bersang
“kutan,

Instruksi ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkandi : Bantul.
heneoay @ 30 SEP 1986
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1. Gubernur Kepala Dzerah Istlmewa Yogyakar’tau B

2+ Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Je Ke'bua. DPRD Kabupa‘ten Daarah Tlngkat II Ba.ntul.

e ietua JAPPDA Kabupaten lae:r'a.h T:Lngka’c II Bantul.

5. Kepala Bagian Pemerintahan Set.Kab.Daerah Tingkat IT Bantul.
Te Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dgerah Tingkat II Bantul.



